




A. Latar Belakang Penelitian 
 Kemiskinan merupakan topik menarik yang tidak pernah ada habisnya untuk 
dibahas, mulai dari definisi kemiskinan, faktor penyebab kemiskinan, jenis-jenis 
kemiskinan, dimensi kemiskinan, hingga upaya-upaya penanggulanggan kemiskinan 
yang dilakukan Pemerintah. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa 
hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. 
Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi 
maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus 
dikembangkan untuk menyibak tirai dan “misteri” kemiskinan ini. Di Indonesia, 
masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji 
terus menerus. Ini bukan saja karena masalah tersebut telah ada sejak lama dan 
masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, melainkan pula karena kini gejalanya 
semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi  
oleh Bangsa Indonesia
1
. Menurut data dari BPS, jumlah penduduk miskin pada 
bulan Maret tahun 2016 di  Indonesia mencapai 28,01 juta jiwa atau sebesar 10,86% 
dari total jumlah penduduk Indonesia. Presentase penduduk miskin di daerah 
perkotaan pada Maret 2016 sebesar 7,79% turun menjadi 7,73% pada September 
2016. Demikian pula persentase penduduk miskin di daerah pedesaan turun dari 
14.11% pada Maret 2016 menjadi 13,96%  pada September 2016. Meski selama 
                                                             




periode Maret 2016 sampai September 2016 persentase kemiskinan menurun, 
namun jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,15 juta orang 
(dari 10,34 juta orang pada Maret 2016 menjadi 10,49 juta orang  pada September 
2016), sementara di daerah pedesaan turun menjadi 0,39 juta orang (dari 17,67 juta 
orang pada Maret 2016 menjadi 17,28 juta orang pada September 2016)
2
. 
Sementara, di Provinsi Jawa Timur berdasarkan data BPS per Maret 2016 
menyumbang angka kemiskinan sebanyak 4,70 juta orang atau  setara dengan 
12,05% dari total penduduk Jawa Timur. Presentase tersebut lebih tinggi jika 
dibandingkan presentase penduduk miskin secara nasional sebesar 10,86% dari total 
penduduk Indonesia
3
. Urbanisasi secara besar-besaran ke perkotaan menjadi salah 
satu pemicu meningkatnya jumlah penduduk miskin di negara ini. Masyarakat desa 
berbondong-bondong melakukan urbanisasi karena ingin mengadu nasibnya dengan 
bekerja di kota besar untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak dengan 
mendapatkan gaji tinggi. Tetapi masalahnya, mereka tidak memiliki daya saing 
yang bagus dalam mendapat pekerjaan, seperti riwayat pendidikan yang hanya 
lulusan SD atau SMP, tidak memiliki kreatifitas dan keahlian di bidang tertentu, 
sehingga hasil yang harus mereka terima pun juga tidak sesuai dengan cita-cita yang 
diinginkan. Dibanding yang berhasil hidup sukses dengan pekerjaan tetap di kota 
besar, lebih banyak masyarakat urban yang menganggur lalu menjadi pengemis, 
pengamen, juga anak jalanan yang semakin menambah buruk wujud kemiskinan di 
negara ini.  
                                                             
2 Badan Pusat Statistik. “Profil kemiskinan Indonesia tahun 2016” (Online) 
https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1378 (diakses pada tanggal 18 Januari 2017)   
3 Republika. “Jumlah penduduk miskin Jawa Timur tahun 2016” (Online) 
https://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp_version/oaikkq368 (diakses pada tanggal 18 
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Rumitnya permasalahan kemiskinan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang 
saling berkaitan sehingga menciptakan sebuah “lingkaran setan” yang sulit  diputus  
apabila diantara masyarakat dan pemerintah tidak dapat bekerja sama dengan baik. 
Sebenarnya jika ditelaah lebih dalam, penyebab kemiskinan di negera  ini selalu 
sama, yakni dimulai dengan tidak memiliki biaya untuk mengenyam pendidikan. 
Karena tidak mendapat pendidikan yang layak maka selanjutnya untuk bisa bertahan 
hidup maka harus bekerja seadanya dan semampunya, dengan keterbatasan ini 
kebanyakan pekerjaan yang tersedia adalah pekerjaan kasar yang lebih menguras 
tenaga dan sedikitnya penghasilan yang diperoleh. Kemudian, keturunannya pun 
akan bernasib sama, tidak dapat sekolah dengan alasan tidak ada biaya lalu bekerja 
seadanya dan kembali lagi menjadi miskin , begitu seterusnya. Untuk mengatasi 
masalah ini pemerintah juga tidak hanya berpangku tangan, segala cara dikerahkan 
untuk menemukan solusi terbaik bagi permasalahan kemiskinan ini. Berbagai 
macam bantuan sosial pernah diberikan, seperti: 
1. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). 
2. BSM (Bantuan Siswa Miskin). 
3. PKH (Program Keluarga Harapan). 
4. RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). 
5. PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). 
6. KUBE (Kelompok Usaha Bersama). 
7. KIS (Kartu Indonesia Sehat). 
8. KIP (Kartu Indonesia Pintar). 
9. Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). 
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10. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). 
11. Program Asistensi Lanjut Usia (Aslut). 
12. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT). 
13. Dan banyak lainnya.  
Layaknya mendapat angin segar, para penerima bantuan ini seolah terlena dan 
tetap menengadahkan tangannya ke atas untuk selalu meminta bantuan dari 
Pemerintah. Jarang sekali ada masyarakat yang mau berfikir lebih kreatif dan 
inovatif untuk memanfaatkan dana bantuan sosial sebagai modal usaha ataupun 
tabungan yang dapat digunakan untuk keperluan pendidikan maupun kesehatan. 
Para masyarakat seakan menjadi “sengaja miskin”, terbilang seperti itu karena 
mereka lebih nyaman mengandalkan bantuan dari pemerintah tanpa mau diiringi 
niat untuk bekerja lebih giat lagi demi memperbaiki masa depannya. Mirisnya, 
kurang tepatnya sasaran penerima bantuan sosial yang sering terjadi menciptakan 
adanya kecemburuan sosial, karena tak jarang masyarakat yang bukan termasuk ke 
dalam kriteria miskin ikut mendapat bantuan sosial, sedangkan yang benar-benar 
membutuhkan malah tidak tercover sama sekali.  
Bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah salah satunya adalah PKH 
(Program Keluarga Harapan) yang diberikan semenjak tahun 2007. PKH merupakan 
program lintas Kementrian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, 
Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi 
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dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik
4
. Pada tahun 2016 jumlah peserta 
penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia dihitung 
dari bulan Juni yaitu mencapai 6 juta keluarga yang mana setara dengan 11% 
masyarakat sangat miskin di Indonesia. Sementara di Kota Malang jumlah peserta 
PKH per 2016 mencapai 6.438 keluarga yang tersebar di 5 Kecamatan yakni 
Kecamatan Sukun, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen, Kecamatan 
Lowokwaru, dan Kecamatan Kedungkandang
5
. Dalam mendukung program ini 
Kementrian Sosial telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,98 triliun untuk tahun 
2016 dan akan ditingkatkan menjadi Rp 12,7 triliun pada tahun 2017. Kenaikan ini 
dikarenakan nantinya akan ada tambahan pencairan dana karena basic bantuan PKH 
ini adalah keluarga, dan dana yang diberi berdasarkan jumlah anak dalam keluarga 
yang sedang menempuh pendidikan SD, SMP, dan SMA. Ibu hamil dan balita pun 
juga akan diberi bantuan, sehingga setiap tahunnya dan yang digelontorkan juga 
akan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat peserta PKH yang otomatis 
kebutuhan keuangannya selalu bertambah. Kementrian Sosial akan dibantu oleh 
Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank untuk mensukseskan program 
tersebut. Program Keluarga Harapan (PKH) sebenarnya telah dilaksanakan di 
berbagai negara, khususnya negara-negara Amerika Latin dengan nama program 
yang bervariasi. Namun secara konseptual, istilah aslinya adalah Conditional Cash 
Transfers (CCT), yang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat. Program 
ini bukan dimaksudkan sebagai kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) 
yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan 
                                                             
    4 admin. ”PKH adalah” (Online) http://beringinmakmur.id/program-pkh/ (diakses pada tanggal 23 
Januari)  
5 UPPKH Dinas Sosial Kota Malang tahun 2016 
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daya belinya pada saat melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih 




Tujuan program ini sangatlah mulia, yakni dapat meningkatkan mutu kesehatan 
dan pendidikan bagi warga penerima bantuan. Dengan adanya PKH masyarakat 
dapat merubah pola pikirnya untuk rutin memeriksakan kesehatan terutama bagi ibu 
hamil agar angka kematian pada ibu hamil dan melahirkan dapat ditekan dengan 
maksimal. Dalam bidang pendidikan, adanya bantuan PKH dapat mengembalikan 
lagi anak-anaknya yang telah putus sekolah dengan alasan kurang biaya maupun 
tidak ada biaya melanjutkan sekolah, untuk bisa kembali mengenyam pendidikan di 
sekolah sebagaimana mestinya. Sebelum tahun 2017 besaran dana PKH diberikan 
sesuai dengan jumlah anak yang dimiliki oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 
yang masih duduk di bangku sekolah, sehingga dana yang diterima setiap keluarga 
pun akan berbeda. Akan tetapi, sejak awal tahun 2017 terjadi pemerataan besaran 
dana bantuan PKH yaitu sebesar Rp 1.890.000,- per satu tahun dan akan disalurkan 
secara bertahap selama 3 bulan sekali sebesar Rp 500.000,- pada tahap pertama 
hingga tahap ketiga, dan sisanya akan diberikan pada saat tahap keempat sebesar Rp 
390.000,- bantuan PKH tidak bersifat permanen dan hanya akan diberikan selama 6 
tahun, hal ini dimaksudkan agar peserta penerima bantuan PKH lebih bijaksana 
dalam mengalokasikan dana bantuan yang sudah diberikan. Setiap 3 tahun sekali 
akan dilakukan evaluasi dalam rangka resertifikasi terhadap status kepesertaan. 
Apabila setelah resertifikasi 3 tahun peserta PKH tidak melakukan syarat yang 
                                                             
6 Sukoco Dwi Heru. “Apa Itu PKH?” (Online) http://uppkh-sinjai.weebly.com/apa-itu-pkh.html (diakses 
pada tanggal 5 Januari 2017)   
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diberikan, maka status kepesertaannya akan dicabut dan dikeluarkan dari 
keanggotaan PKH. Demikian pula halnya dengan peserta PKH yang dirasa sudah 
meningkat kesejahteraannya, semisal mendapatkan pekerjaan tetap ataupun anak – 
anaknya sudah lulus sekolah maka akan dihapus juga dari kepesertaan PKH. 
Sedangkan bagi peserta PKH yang masih belum meningkat kesejahteraannya meski 
sudah dibantu selama 3 tahun maka akan diberikan kesempatan mendapatkan 
bantuan PKH lagi dengan catatan harus menunjukkan perubahan yang baik dari segi 
ekonomi yang terjadi setelah mendapat kesempatan tersebut. Dengan adanya 
bantuan PKH ini Pemerintah menginginkan terjadinya perubahan perilaku 




Mekanisme penyaluran dana bantuan sosial PKH dulunya melalui kantor POS 
terdekat, setiap keluarga harus diwakilkan oleh salah satu anggota keluarga 
perempuan baik itu (ibu, nenek, bibi, atau kakak perempuan) sebagai Pengurus 
Keluarga. Akan tetapi, pada akhir bulan Juli 2016, Kementrian Sosial meluncurkan 
sebuah terobosan layanan yang diberi nama E-Warong atau Electronic-Warung. Hal 
menarik untuk diteliti dari program ini yaitu, pemerintah akan mengolaborasikan 
penyaluran dana bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 
layanan E-Warong agar penyaluran bantuan bisa lebih efektif dan efisien. Dengan 
kolaborasi tersebut, bantuan dari pemerintah tidak lagi disalurkan dalam bentuk 
uang tunai, melainkan berupa bantuan bahan pokok. Kebutuhan bahan pokok yang 
bisa didapatkan oleh masyarakat di E-Warong yakni beras, gula, minyak goreng dan 
                                                             
7 Hasil Wawancara dengan Ibu “ESY” selaku Pendamping PKH (pada tanggal 20 Juni 2017). 
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tepung. Bantuan yang sifatnya pangan tidak bisa diambil secara tunai dan hanya bisa 
ditukar dengan bahan pangan yang sudah ditentukan. Alasannya, berdasarkan hasil 
riset Kementrian Sosial terkait upaya Pemerintah agar masyarakat bisa mendapatkan 
kebutuhan pokok seperti beras melalui subsidi masih berjalan kurang maksimal, 
masih banyak masyarakat miskin yang tetap tidak mampu membeli bahan 
kebutuhan pokok meskipun sudah disubsidi oleh Pemerintah. Oleh karena itu, 
diciptakannya E-Warong ini bertujuan untuk memutus mata rantai penjualan bahan 
pokok, setiap barang yang dibeli disini akan mendapatkan harga yang paling murah 
karena barang didatangkan langsung dari distributor pusat
8
. Selanjutnya, 
Kementrian Sosial juga akan bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara 
(HIMBARA) untuk membuat “Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)”. Setiap peserta 
PKH akan memperoleh kartu ini untuk dapat bertransaksi di E-Warong. Selain itu, 
bantuan dana sosial yang selama ini diberikan secara tunai melalui kantor POS akan 
disalurkan secara langsung melalui kartu ini juga. Dengan dukungan dari 
HIMBARA, bantuan sosial yang diterima masyarakat akan diperlakukan sebagai 
bantuan non-tunai dimana saldonya akan menjadi tabungan. KKS juga dapat 
difungsikan sebagai kartu debit yang dapat bertransaksi di Anjungan Tunai Mandiri 
(ATM). Melalui sistem baru ini Pemerintah mengupayakan agar bantuan sosial PKH 
dapat tersalurkan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat 
penggunaan. Pada tanggal 28 Juli 2016 di Kota Malang telah diresmikan secara 
bersamaan dua E-Warong yang berada di Kelurahan Polehan yaitu E-Warong 
“Mandiri Berkah Jaya” dan di Kelurahan Bareng yaitu E-Warong “Srikandi”. 
                                                             
8 Erdianto Kristian. “Kolaborasi E-Warong dan PKH” (Online) 
http://nasional.kompas.com/read/2016/07/12/21035231/dana.pkh.tak.akan.lagi.dikucurkan.tunai.tetapi.me
lalui.E-Warong (diakses pada tanggal 6 Januari 2017)  
9 
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah 
dalam penelitian adalah bagaimana efektivitas E-Warong terhadap Program 
Keluarga Harapan (PKH)? 
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui efektivitas E-Warong terhadap Program Keluarga
Harapan (PKH).
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka manfaat yang
diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:
1. Manfaat Akademis
Secara akademis hasil penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan untuk
penelitian selanjutnya mengenai program E-Warong terhadap Program Keluarga
Harapan (PKH).
2. Manfaat Praktis
Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai
efektivitas layanan E-Warong di Kelurahan Bareng dan Kelurahan Polehan
terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga  respon peserta Program
Keluarga Harapan dengan hadirnya E-Warong. Serta dapat dijadikan sebagai




E. Ruang Lingkup Penelitian 
 Dalam penelitian ada beberapa hal yang akan menjadi batasan bagi peneliti 
agar penelitian tidak terlalu luas dan peneliti dapat menghindari ketidakfokusan 
dalam penelitian. Oleh karena itu, peneliti membuat ruang lingkup penelitian dalam 
mengkaji efektivitas E-Warong terhadap Program Keluarga Harapan (PKH). Ruang 
lingkup penelitian ini sebagaimana dimaksud dalam rumusan masalah, antara lain 
sebagai berikut: 
1. Pencapaian tujuan E-Warong, 
2. Proses sosialisasi yang dilakukan, 
3. Adaptasi peserta PKH dengan sistem nontunai. 
 
